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PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kr

r~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 27 September 1989,
agama Islam, pekerjagan = XXXX  XXXXXXX,
pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXK, XXXXXXXXX
XXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXX ~ XXXXX, sebagai

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 17 Februari 1987,
agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman
XXXXHXOOKKXXXXXXXXRXXKKKKXKXKXX Kota

Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Kr, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 di rumah orang
tua Penggugat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT telah dilangsungkan
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perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan
menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan dengan tuntunan ajaran
agama lIslam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di XXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXX  XXXXXXX XXXXX Sebagaimana tercatat dalam kutipan buku
nikah Nomor : 226/35/V/2012 tertanggal 08 Mei 2012;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan atas
suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus
Jejaka dan setelah akad nikah, Tergugat membacakan sighat taklik
talak.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan di karuniai 3 (tiga) orang

anak, yang bernama:
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Anak ke : 1

Nama : ANAK

Nik : XXXXXXXXX

Tempat lahir : XXXXXXXXX

Tanggal lahir : 01 Juni 2011 (12 tahun)
Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan ; SLTP

Diasuh oleh ; Tergugat

Anak ke : 2

Nama : ANAK

Nik : XXXXXXXXX

Tempat lahir : XXXXXXXXX

Tanggal lahir : 22 Juni 2014 (9 tahun)
Jenis kelamin Perempuan
Pendidikan SD kelas IV

Diasuh oleh Tergugat

Anak ke 3

Nama ANAK

Nik XXXXXXXXX

Tempat lahir XXXXXXXXX
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Tanggal lahir : 11 Desember 2015 (8 tahun)
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SD kelas 2
Diasuh oleh : Tergugat

4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat
tinggal di rumah sendiri di KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
selama kurang lebih 12 tahun kemudian berpisah. Penggugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan
Tergugat tetap tinggal di rumah milik sendiri dan sejak saat itu tidak
pernah tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya Rukun
dan damai, namun sejak sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan jika
Tergugat adalah orang yang menggunakan obat-obatan terlarang,
sehingga menjadi temperamental. Jika Penggugat melakukan kesalahan
kecil saja Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, ketika itu
Penggugat pergi bermain bersama teman dan pulang agak kesorean,
Tergugat marah-marah lalu memukul Penggugat. Beberapa hari
kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit (kabur);

7. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak
sanggup lagi bersuamikan tergugat dan Penggugat menyimpulkan
bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan
tergugat.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dipertahankan
dalam upaya membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah
wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan,
sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui di Liwa cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT )
terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dengan dua kali panggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati
Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun
dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Penggugat, Nomor 226/35/V/2012 tanggal
08 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dinazagelen, kemudian diberi
kode (P), diberi tanggal dan paraf;

2. Bukti Saksi.
Saksi 1, SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxx xxX, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG
BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak
kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat,
yang bernama XXXXXX;
—-Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kota
Bengkulu sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah;
—-Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;
—-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun-rukun namun sejak sekira 2 tahun setelah menikah, dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
—-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah
yang cukup karena malas bekerja dan apabila dinasehati oleh
Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
-Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut karena saksi melihat Tergugat memang agak malas bekerja
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dan Tergugat juga mengakui kepada saksi sering ada pertengkaran
antara Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat mengakui sering
memukul Penggugat apabila bertengkar;

—-Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan
Agustus 2023 lalu karena Penggugat merasa takut dan trauma akibat
pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan Tergugat, tidak pernah
kembali lagi bersama Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga, Tergugat sudah dua kali datang kerumah
untuk berbaikan kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena
Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXxX, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
—-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar
Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, yang
bernama XXXXXX;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kota
Bengkulu sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah;

—-Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;

—-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun-rukun namun sejak sekira 2 tahun setelah menikah, dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

—-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak
memberikan nafkah yang cukup dan apabila dinasehati oleh Penggugat,
Tergugat marah dan memukul Penggugat;
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-Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut karena saksi melihat Tergugat memang agak malas bekerja
dan Tergugat juga mengakui kepada saksi sering ada pertengkaran
antara Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat mengakui sering
memukul Penggugat apabila bertengkar;

—-Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan
Agustus 2023 lalu karena Penggugat takut atas tindakan Tergugat yang
sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, tidak pernah kembali
lagi bersama Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga, Tergugat sudah dua kali datang kerumah
untuk berbaikan kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena
Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya karena ketidakhadirannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim
dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
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Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili
Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Krui, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Krui
berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat
dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai
pihak (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan
tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah
untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak
ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah
menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg,
maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai
perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak
dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di
persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal
143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap berusaha mendamaikan
dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya
rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai
dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan
Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan
Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan
Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat
ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena
alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka
harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah

tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2)
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Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada
harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha
mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis
formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan
hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di
persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam
Kitab Ahkamul Qur’an Il : 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat
Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim,
dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip
mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat
mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya
melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-
undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Tergugat secara formil dapat
diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus
dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan
hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya
kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990
tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan
dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan
atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan
(de groten langen). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah
sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai mitsagan gholidhon
(ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai
tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan
pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari
pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang
dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatanya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan
kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti 2 orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya,
khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-
nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan
Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan
formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena
alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan
dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang
berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat
dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan
keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah
menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau
adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan
ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai
kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat
(2) RBg, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,
saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar
dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai
sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi
harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan,
Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat
materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih tahun
2013 lalu atau 2 tahun setelah menikah sudah tidak rukun karena antara
Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;

3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak karena malas
bekerja dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah kurang lebih 7 bulan
lamanya sejak Agustus 2023 lalu dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati
Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat,
namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang
dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-
kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-
fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang
dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah. Dengan
adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan
karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai
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suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Hakim berpendapat bahwa
perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam
sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan
dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu,
terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan
perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang
termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa
alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian
sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat
telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat
pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun
karena para saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat yang disebabkan dan persitiwa pertengkaran tersebut tidak hanya
terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya
pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut
mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 7
bulan lamanya;
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Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Hakim
menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan
yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan
lain yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal 7
bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-
masing layaknya suami istri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan
hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat
kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat
tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri,
kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping
itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat
termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukan bahwa
permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus
menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk
menyelesaikan permasalah rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera
terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah
tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur
rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri,
oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk
penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar
suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga
bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa
dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola
komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun,
padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis
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diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas
antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim
telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada
Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat,
namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan
Tergugat. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan
apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat
dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan
kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan
kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga
tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak
bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan
adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas,
apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung
abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta
hukum vyang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena
perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan
perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas
mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal
tersebut Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak
bisa memberikan nafkah yang layak karena malas bekerja dan sering
melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga menimbulkan
perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah
pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi
semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh
karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula
dengan kaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:

tlall Ll e pdde kil g0

Artinya:  Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan
(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.
Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat

maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di
atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah
perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan

adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi
di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir
dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan
Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya
Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan
2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat
yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra
dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat
dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana
maksud Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex
spesialis drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan
ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.080.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah);
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Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Rabu
tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445
Hijriah oleh Asep Nurdiansyah, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum , dan
didampingi oleh Wawan Kurniawan, S.Sy., M.H. sebagai Panitera, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd
Asep Nurdiansyah, S.H

Panitera
ttd

Wawan Kurniawan, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 750.000,00
- PNBP :Rp 30.000,00
- PBT :Rp 175.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah).
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